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ABSTRAK 

 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menekankan pada unsur 

pemaksaan dalam pemungutannya. Hal tersebut dikarenakan 

apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak maka 

akan dikenakan sanksi atau denda. Kepatuhan masyarakat terhadap 

pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. kepatuhan 

wajib pajak juga tergantung pada bagaimana petugas fiskus (Petugas 

yang bertugas mengurus dan menarik pajak) memberikan pelayanan 

yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin 

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. selain itu kepatuhan 

pajak bisa dilihat dari religiusitas seseorang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kualitas 

pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak dan apakah religiusitas mampu memoderasi 

antara kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah religiusitas 

mampu memoderasi antara kualitas pelayanan, sanksi pajak dan 

kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan data wawancana, kuesioner dan dokumentasi. Variabel dalam 

peneltian ini adalah Kualitas Pelayanan, (X1), Sanksi Pajak (X2), 

Kesadaran Pajak (X2), Religiusitas (M) dan Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM di Kota 

Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 pelaku 

UMKM yang di pilih menggunakan teknik random sampling dengan 

menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. 

Hasil penelitian menunjukan: 1) Variabel kualitas pelayanan 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Bandar Lampung. 2) Variabel sanksi pajak berpengaruh secara negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 3) 

Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 4) Variabel 
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religiuisitas tidak mampu memoderasi variabel kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 5) 

Variabel religiuisitas tidak mampu memoderasi variabel sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 6) 

Variabel religiuisitas mampu memoderasi variabel kesadaran pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 

  

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, 

Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak. 

 



 

 iv 

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama :  Riri Septyaningrum Putri 

NPM :  1986010203 

Program Studi :  Magister Ekonomi Syari’ah 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis 

Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderasi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada 

UMKM di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020)” adalah 

benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila 

terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya manjadi tanggung 

jawab saya. 

 

Bandar Lampung,           April 2023 

Yang Menyatakan, 

 

Riri Septyaningrum Putri 

NPM : 1986010203 

 

 

 

 

 

 

 









 

 viii 

MOTTO 

 

                           

                             

                  

 

 

Hai Orang-Orang Yang Beriman, Taatilah Allah Dan Taatilah Rasul 

(Nya), Dan Ulil Amri Di Antara Kamu. Kemudian Jika Kamu 
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Kepada Allah (Al Quran) Dan Rasul (Sunnahnya), Jika Kamu Benar-

Benar Beriman Kepada Allah Dan Hari Kemudian. 

Yang Demikian Itu Lebih Utama (Bagimu) 

Dan Lebih Baik Akibatnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling besar 

dibandingkan sektor penerimaan lain seperti ekspor migas dan non 

migas.Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negaratyang 

terutangtoleh orangtpribaditatau badantyang bersifattmemaksa 

berdasarkan Undang-Undang, denganttidak mendapatkantimbalan 

secaratlangsung dan digunakan untuk keperluantnegara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1
 Pembayarantpajak 

merupakantperwujudan dari kewajiban kenegaraan dan perantserta 

Wajib Pajaktuntuk secara langsungtdan bersama-

samatmelaksanakantkewajiban perpajakan untukt pembiayaan 

negara dantpembangunan nasional. 

Pajak menekankan pada unsur pemaksaan dalam 

pemungutannya. Hal tersebut dikarenakan apabila Wajib Pajak 

tidak melakukan pembayaran pajak maka akan dikenakan 

sanksi atau denda.
2
 Sanksi perpajakantmerupakan akibattyang 

diterima oleh wajibtpajak ketika wajibtpajak tidaktmematuhi 

peraturantperpajakan.
3
 Sanksi perpajakan ini dapattdigunakan 

olehtpemerintah untuk menertibkantadministrasi perpajakan 

supaya wajib pajak patuhtterhadap peraturantperpajakan. 

BerdasarkantTheori of Planned Behavior, bagitwajib pajak 

yangtmelanggartperaturan perpajakan, tmaka wajib pajak akan 

merasa takuttuntuk membayartyang lebih tinggi dari pajak 

yangtsemestinyatharus dibayar yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak untuk menghindari 

                                                           
1 S Farouq, ‗Hukum Pajak di Indonesia (Edisi 1)‘, Jakarta: Kencana. 2018, 

Hlm 127. 
2 I Nyoman Darmayasa and Yuyung Rizka Aneswari, ‗The Role of Local 

Wisdom to Tax Compliance‘, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7.1 (2016), 110–19. 
3 Nanik Ermawati and Zaenal Afifi, ‗Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan 

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai 

Variabel Pemoderasi‘, 2018, Hlm. 655 - 622. 
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sanksi perpajakan dan membayar dan melaporkan pajak tepat 

waktu.
4
 

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat 

dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Menurut Nugroho 

&tZulaikha, kesadaran dalam membayar pajak bisa di artikan 

sebagai wujud sikaptmoral berupa pemberiantkontribusi dengan 

tujuan menunjang pembangunan dan pertumbuhan negara serta 

berupayatagar taat dan patuhtterhadap semua aturan yangtsudah 

ditetapkan olehtpemerintah yang sifatnyatmemaksa kepada wajib 

pajak.
5
 Masyarakattyang sadar pajaktartinya tidak keberatantuntuk 

melakukan pembayaran pajak sebabtia tidak merasakantkerugian 

atas pembayaran tersebut dan juga dirasa adanyatketerpaksaan dari 

pemerintah. Kesadaran wajib pajak atastaturan mengenai 

perpajakantakan mempengaruhitpeningkatan kepatuhan wajib 

pajak.
6
  

Selain itu kepatuhan wajib pajak tergantung pada 

bagaimana petugas fiskus (Petugas yang bertugas mengurus dan 

menarik pajak) memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan 

kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi 

kewajibannya sebagai wajib pajak.
7
 Jika pelayanan dari fiskus 

dapat memberikan efek kepuasantbagi wajib pajak maka pelayanan 

yang diberikandapat dikatakan telahtberhasil, sehingga 

persepsitwajib pajak terhadap petugas pajak akan meningkat serta 

akan tberpengaruh pada meningkatnyatkepatuhan wajib pajak. 

tBila mutu pelayanan fiskus buruk, maka wajib pajak cenderung 

akan melanggar kewajiban perpajakannya, tsedangkan bila kualitas 

                                                           
4 Ermawati And Afifi, Ibid, Hlm.655-622 
5 Rahman Adi Nugroho and Zulaikha Zulaikha, ‗Faktor–Faktor yang 

Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak 

sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu)‘ 

(Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, 2012), Hlm 1-11. 
6 Nirawan Adiasa, ‗Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko‘, Accounting Analysis 

Journal, 2.3 (2013). 
7 Arabella Oentari Fuadi and Yenni Mangoting, ‗Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM‘, Tax & Accounting Review, 1.1 (2013), pp. 452–70. 
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pelayanan yang diberikan oleh fiskus tinggi maka wajib pajak akan 

semakin taat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.
8
 

Pelayanan sendiri merupakan suatu proses bantuan kepada 

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan 

dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan 

keberhasilan.
9
 Dengan adanyatperkembangan teknologityang 

sangat pesattmaka pemerintah dapat memanfaatkan hal itutguna 

mempermudahtpengaksesan, salahtsatu pemanfaatantdengan 

adanya perkembangantteknologi tersebut adalah pengurusan pajak 

secara online yang diciptakan oleh pemerintah guna mempermudah 

dalamtpelaksanaan perpajakantyang akan dilakukantoleh wajib 

pajak. tHal tersebut bertujuantuntuk meningkatkantkesadaran 

dantkepatuhan wajib pajak dan tentunya meningkatkan pendapatan 

pemerintahtdalam sektortperpajakan danttentunya 

meningkatkantmutu pelayanan masyarakatt (wajib pajak).  

Pelayanan yangtdiberikan oleh pemerintaht semuanya 

guna mempermudah dalam pelaksanaantperpajakan, 

pemerintahtsudah meluncurkan beberapatpelayanan yang 

berbasistonline diantaranya adalah E-filling, E-billing, dan E-faktur 

dan daritmasing-masing itutmemiliki fungsityang berbedatyang 

sudahtdi sesuaikan dengantkebutuhan para wajib pajak. Dengan 

adanya pelayanan yang berbasis online pemerintah berharap akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
10

 

Namun sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan 

membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana 

disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan 

Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga bahwa kepatuhan pajak 

masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang 

masih 10,3%.
11

  

                                                           
8 I Gusti ayu Purnamawati, ‗Akuntansi Koperasi & UMKM: Teori dan 

Praktik/I Gusti Ayu Purnamawati‘, 2020, Hlm.386. 
9 S I Djajadiningrat, ‗Perpajakan Indonesia‘, Jakarta: Salemba Empat, 

2014, Hlm. 47. 
10 Intan Puspanita, ‗Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM‘, in Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas 

Muhamadiyah Tanggerang vo. 2, 2020, pp. 71–78. 
11 Ni Putu Kurnia Dewi, ‗Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak‘, 

PAJAKKU, 2019. 
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Mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang sempat 

mengalami resesi akibat pandemi Covid-19 yang melanda 

diseluruh dunia dimana kondisi tersebut mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi yang menurun. Berbagai sektor terkena 

dampak pandemi ini seperti pariwisata, transportasi, perusahaan 

migas dan non migas serta usaha masyarakat pun terkena 

dampaknya. hal ini mengakibatkan pendapatan negara dari sektor-

sektor tersebut menjadi menurun. Pada tahun 2016-2020 

pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan yang 

cukup signifikan, dapat kita lihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Sektor Pajak Negara 

(Dalam Triliun) 

Tahun Target Realisasi Presentase (%) 

2016 1.325,80 1.105,81 81,60 

2017 1.283,60 1.151.03 89,67 

2018 1,424,00 1,315,51 92,23 

2019 1.577,56 1.322,06 84,44 

2020 1.198,82 1.069,98 89,25 

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2019-2020 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 sampai tahun 

2019 realisasi sektor pajak negara mengalami kenaikan secara terus 

menerus tetapi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

sedangkan pada tahun 2020 realisasi sektor pajak negara 

mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya sebesar 

Rp. 1.069,98 Triliun dan tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.198,82. triliun.  

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak 

bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari 

setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran 

serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Menurut pengertian diatas, jelas pajak memiliki peran penting 

dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilantsuatu negara 

dalamtmengumpulkan pajak daritwarga negaranya dipastikan 
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akantbermanfaat bagi stabilitas ekonomitnegara yangt 

bersangkutan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak 

dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak 

maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para 

wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak 

maka semakin tinggi juga tingkat penerimaan pajak.
12

 

Dalam penelitian Simanjuntak, dkk, Salah satutukuran 

keberhasilantsuatu kebijakantperpajakan dapattdilihat darit 

kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor 

perpajakantdalam satutperiode melaluitupaya ekstensifikasityaitu 

upayatmeningkatkan penerimaantpajak dengantcara menambah 

jumlah Wajib Pajakt (WP) yang belum terdaftartatau menambah 

jumlah jenis pajaktyang baru. Sedangkantyang dimaksudtupaya 

intensifikasitadalah meningkatkan penerimaantpajak dari WP yang 

sudah terdaftar. Kedua metodettersebut cara efisien untuk 

meningkatkantkepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan 

pajak, dan lain-lain.
13

 

Religiusitas adalah komitmen yangtdimiliki olehtseseorang 

mengenai ajarantagama yang ditanutnya. Komitmentyang 

dimaksud initmisalnyatmenjalankan perintahtagama dantmenjauhi 

larangantagama. Menurut Ermawati, wajibtpajak yang 

religiustdapat dilihat daritsikapnya dalam mematuhitperaturan 

perpajakan. Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan 

merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara.
14

 

Dalam agama islam bahwa umat muslim diperintahkan untuk 

mematuhi pimpinan, dalam hal ini adalah pemerintah. hal tersebut 

tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 59:  

                                                           
12 Harjanti dan Zulaikha Arum, ‗Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP 

Pratama Cilacap)‘ (Diponegoro Semarang, 2012). 
13 D R Timbul H Simanjuntak S E Msi and MSi DR Imam Mukhlis SE, 

DIMENSI EKONOMI PERPAJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI 

(Penebar PLUS+). 
14 Nanik Ermawati And Zaenal Afifi, Op.Cit, Hlm. 655–662. 
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Artinya :  " Haitorang-orang yangtberiman, taatilahtAllah dan 

taatilahtRasul (Nya), dan tulil amri di antaratkamu. 

kemudiantjika kamu berlainantPendapat tentang 

sesuatu, tMaka kembalikanlahtia kepada Allah (Al 

Quran) tdan Rasul (sunnahnya), tjika kamutbenar-

benar berimantkepada Allah danthari kemudian. 

yangtdemikian itutlebih utamat (bagimu) dantlebih 

baik akibatnya." 

 

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa kewajiban 

bagi seorang muslim untuk mematuhi perintah dari pemimpinnya 

selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Pajak 

dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat oleh karena itu 

semakin tinggitingkat religiusitas seseorang maka akan semakin 

taat ia dalam membayar pajak. 

Hasil survei dari beberapatlembaga seperti BPS, 

BAPPENAStdan World Bank menunjukan bahwa pandemitini 

menyebabkan banyaktUMKM kesulitantmelunasi pinjamantserta 

membayarttagihan listrik, tgas dan gaji karyawan. tbahkan sampai 

harustmelakukan PHK. tKendala lain yangtdialami UMKM, 

tantara lain sulitnyatmemperoleh bahantbaku, permodalan, 

tpelanggan menurun, tdistribusi dan produksitterhambat.
15

 selain 

itu para pelaku UMKM kesulitan untuk membayar pajak. tidak 

terkecuali di Kota Bandar Lampung. Berikut perbandingan target 

dan penerimaan pajak UMKM di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2019-2020 ; 

 

                                                           
15 Rahajeng KH, ‗Sederet Jurus Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa 

Pandemi‘, CNDC Indonesia, 2021. 
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Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Pajak UMKM  

Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020 

Tahun Target Pajak UMKM Penerimaan Pajak UMKM 

2019 Rp. 100.000.000.000 Rp. 83.180.904.978,00 

2020 Rp. 100.000.000.000 Rp. 62.734.075.287,60 

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan 

pajak UMKM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 

Rp. Rp. 83.180.904.978,00. sedangkan target penerimaan pajak 

UMKM pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000.000 yang 

artinya realisasi penerimaan pajak UMKM tidak mencapai target 

yang ditetapkan. Pada tahun 2020 penerimaan pajak UMKM di 

Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang sangat 

signifikan yaitu sebesar Rp. 62.734.075.287,60. dengan target 

sebesar Rp. 100.000.000.000 yang artinya pada tahun 2020 

penerimaan pajak UMKM masih belum bisa mencapai target.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kualitas 

Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel 

Moderasi Selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada Umkm Di 

Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2020)”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penerimaan pajak pada tahun 2019-2020 tidak mencapai 

target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2019 target pajak 

UMKM sebesar Rp. 100.000.000.000 sedangkan penerimaan 

pajak UMKM hanya sebesar Rp. 83.180.904.978,00. dan pada 

tahun 2020 target penerimaan pajak UMKM tetap yaitu 

sebesar Rp. 100.000.000.000 sedangkan penerimaan pajak 

UMKM hanya sebesar Rp. 62.734.075.287,60. 

2. Penerimaan pajak daerah dari tahun 2019 sampai 2020 

mengalami penurunanyaitu sebesar Rp. 83.180.904.978,00 
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pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 62.734.075.287,60 pada 

tahun 2020. 

3. Data UMKM yang turun secara signifikan pada tahun 2019 

sebesar 5.385 UMKM di kota Bandar lampung turun menjadi 

1.943 UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan pada : 

1. Kepatuhan wajib pajak UMKN di Kota Bandar Lampung 

2. Penurunan penerimaan pajak UMKM yang terjadi pada tahun 

2019-2020.  

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 

pelayanan, sanksi pajak, kesadaran pajak dan religiusitas. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung? 

2. Apakahsanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kota Bandar Lampung? 

3. Apakahkesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung? 

4. Apakah religiusitas mampu memoderasi variabel kualitas 

pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 

Bandar Lampung? 

5. Apakah religiusitas mampu memoderasi variabel sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar 

Lampung? 

6. Apakah religiusitas mampu memoderasi variabel kesadaran 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 
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3. Untuk mengetahui apakahkesadaran pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar 

Lampung. 

4. Untuk mengetahui apakah religiusitas mampu memoderasi 

variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kota Bandar Lampung. 

5. Untuk mengetahui apakah religiusitas mampu memoderasi 

variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kota Bandar Lampung. 

6. Untuk mengetahui apakah religiusitas mampu memoderasi 

variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan: 

a. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran serta 

tambahan ilmu pengetahuan di bidang perekonomian 

Kota Bandar Lampung khususnya pada Kualitas 

Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderasi Selama Pandemi Covid-19. 

b. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai pada 

Analisis Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan 

Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Selama 

Pandemi Covid-19. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan: 

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan solusi 

untuk UMKM seperti memberikan insentif bagi Wajib 

Pajak UMKM yaitu penurunan tarif pajak agar 

manfaatnya dapat dijadikan inovasi dalam usaha dan 

bertahan pada masa pandemi seperti ini 

b. Bagi masyarakat sebagai bahan yang berguna dalam 

menambah pengetahuan, khususnya yang berminat 

dengan pembahasan mengenai Kepatuhan Pajak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Theory of Planned Behavior (Teori perilaku terencana) 

 Theory of planned behavior merupakan 

pengembangan dari theory of reasoned action yang dibuat 

karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku 

dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak 

lengkap. Theory of Planned Behavior dipergunakan untuk 

menjelaskan berbagai macam perilaku seseorang.  

 Sikap sebagai kecenderungan psikologi yang 

diekspresikan dengan mengevaluasi suatu entitas dalam 

derajat suka atau tidak suka.Sikap juga ditentukan dengan 

adanya keyakinan mengenai konsekuensi yang nantinya 

akan diperoleh dari suatu perilaku individu. seseorang dapat 

dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat 

seseorang dibentuk berdasarkan faktor-faktor berikut Ajzen 

dalamYola Andesta Valenty, Hadri Kusuma :  

a. Behavioral Belief s 

Behavioral belief adalah keyakinan kepada 

hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap, 

dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari 

suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 

b. Normative Belief 

Normative belief merupakan keyakinan 

tentang harapan normatif orang lain dan motivasi 

untuk memenuhi harapan tersebut. Normative belief 

adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-

harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan 

motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan 

Normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang 

berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan 

mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.  
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Normative beliefs mengasumsikan bahwa 

seorang individu akan berniat menampilkan suatu 

perilaku tertentu jika ia berfikir seseorang yang ahli di 

bidang tersebutmendorongnya untuk melakukan hal 

tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang 

individu akan melakukan sesuatu jika seseorang yang 

ia anggap penting mendorongnya untuk melakukan 

hal tersebut. Dalam hal ini dapat dikaitkan keadilan 

yang dirasakan oleh wajib pajak, seperti prinsip 

pengenaan perpajakan, tarif yang dikenakan, serta 

hukum mengenai perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 

c. Control Belief 

Control belief adalah kepercayaan mengenai 

keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau 

menghalangi kinerja dari perilaku. atau Control belief 

merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau menghambat perilaku yang 

akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa 

kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 

perilakunya tersebut (perceived power).  

 Theory of planned behavior memiliki keterbatasan 

yaitu ruang lingkup TPB hanya terbatas pada perilaku 

rasional individu saja, sedangkan perilaku manusia tidak 

bisa terlepas dari emosi sehingga TPB tidak memberi 

penjelasan yang akurat untuk perilaku yang terkait dengan 

emosi seseorang.
16

 

 

2. Pengertian Pajak 

a. Pajak Secara Umum 

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam 

menjalankan tanggung jawab negara untuk mengatasi 

masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran, serta menjadi kontrak sosial antara 

                                                           
16 Yola Andesta Valenty and Hadri Kusuma, ‗Determinan Kepatuhan Pajak: 

Perspektif Theory of Planned Behavior dan Teori Institusional‘, in Proceeding of 

National Conference on Accounting & Finance, 2019, pp. 47–56. 
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warga negara dengan pemerintah.
17

 Pajak adalah 

kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu atau 

badan kepada pemerintah daerah tanpa kompensasi 

langsung yang seimbang yang dapat ditegakkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pajak tersebut ditujukan untuk membiayai 

pemerintahan dan pembangunan daerah. 
18

  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak 

untuk secara langsung dan bersama- sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar 

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi 

merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut 

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
19

 

Pajak memiliki fungsi regulerend (Mengatur) 

dan fungsi budgetair (Anggaran). Pajak yang 

berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara 

merupakan fungsi budgetair. Berdasarkan fungsi 

budgetair,madanya kedisiplinan dan kesadaran 

masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan 

yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai 

kepatuhan pajak sangat penting, karena jika Wajib 

Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan 

melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan 

                                                           
17 Joice Nahumury, Wayan Utama, and Diah Hari Suryaningrum, ‗The 

Compliance of Motor Vehicle Taxpayers: An Experimental Research‘, Journal of 

Accounting and Strategic Finance, 1.2 (2018), Hlm. 163. 
18 Rissa Ayu Cameliawati and Ratih Kumala Ratih, ‗The Effectiveness of 

The Motor Vehicle Tax Tracker Team in Rawalumbu District, Bekasi City‘, Ilomata 

International Journal of Tax and Accounting, 2.1 (2021), 37–43. 
19 Mila Putri Maria and Siti Nurlaela, ‗Sikap Pajak, Kesadaran Pajak, 

Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19‘, Jurnal 

IAKP, 2.2 (2022), 170–82. 



 

 

14 

pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan 

negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.
20

 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 juga 

membedakan Wajib Pajak menjadi tiga jenis, yaitu: 

Wajib Pajak orang pribadi, badan, idan bendaharawan 

pemerintah. Ketiga Wajib Pajak ini memiliki 

perbedaan atas jenis pajak iyang dibayarkan kepada 

pemerintah. Pengusaha adalah orang pribadi atau 

badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan 

usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha 

jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.  

Badan adalah sekumpulan orang dan atau 

modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 

usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk 

reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk 

pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai 

berikut:  

 

                                                           
20 Johny Subarkah and Maya Widyana Dewi, ‗Pengaruh Pemahaman, 

Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo‘, Jurnal Akuntansi dan Pajak, 17.02 

(2017), Hlm. 61. 
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a) Official Assessment System  

Official Assessment System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya:  

 Wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang ada pada pemerintah 

(fiskus).  

 Wajib pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan 

surat ketetapan pajak oleh pemerintah 

(fiskus). 

b) Self Assessment System 

Self Assessment System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:  

 Wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang ada pada wajib pajak 

sendiri.  

 Wajib pajak aktif, mulai dari 

menghitung, menyetor dan 

melaporakan sendiri pajak yang 

terutang.  

 Pemerintah tidak ikut campur dan 

hanya mengawasi.  

c) With Holding System Official Assessment 

System  

adalah system pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya:  

 Wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang ada pada pemerintah 

(fiskus).  

 Wajib pajak bersifat pasif.  
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 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan 

surat ketetapan pajak oleh pemerintah 

(fiskus).
21

 

 

b. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 Umat Islam mengenal pajak dengan sebutan 

Kharaz (pajak bumi atau tanaman),Usyur (pajak 

perdagangan), Jizyah (pajak jiwa terhadap non- 

muslim yang hidup dalam naungan negara Islam). 

Pemungutan pajak yang dicontohkan oleh nabi 

Muhammad SAW adalah bersumber dari kebijakan 

dan Ijtihad pemerintah dan tentunya jika keputusan 

pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran 

agama islam. Pemerintah mempunyai wewenang 

untuk mengatur dan menentukan kewajiban pajak 

tersebut.  

Di saat pemerintah tidak membutuhkan dana 

dari rakyat karena ekonomi negara yang cukup stabil, 

maka pemerintah bisa saja tidak memungut pajak 

kecuali seperlunya saja. Namun lain halnya jika 

kondisi bangsa sangat tertinggal dan memerlukan 

dana besar demi lancarnya pembangunan, maka wajib 

bagi negara itu untuk menerapkan pajak demi 

kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. Pajak 

menurut islam diperbolehkan dalam islam bila 

memiliki karakteristik sebagi berikut: 

1) Pajak diperoleh setelah zakat ditunaikan. Zakat 

yaitu merupakan rukun islam yang ketiga serta 

memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan 

al-quran dan hadist sehingga wajib ditunaikan 

terlebih dahulu, barulah kemudian menunaikan 

pajak berdasarkan perintah ulil amri atau 

pemerintah. 

2) Kewajiban pajak yaitu bukan karena harta, 

sebab karena adanya kebutuhan yang 

                                                           
 21 Johny Subarkah dan Maya Wisyana Dewi, Ibid,Hlm. 63 
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mendesak, sedangkan baitul mal tidak 

mencukupi atau kosong. 

3) Ada beban selain zakat yang memang 

dibebankan oleh Allah atas kaum muslim. 

Pengguna dana zakat telah ditetapkan untuk 

delapan asnaf (golongan), oleh karena itu untuk 

kebutuhan lain seperti pembangunan, 

penanggulangan bencana, fasilitas umum, 

pertahanan negara, dan lainya dapat dibebankan 

kepada kaum muslim melalui pajak. 

4) Hanya orang mampu atau orang kaya yang 

dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya yang 

dimaksudkan adalah orang yang telah terpenuhi 

segala kebutuhan pokoknya. 

5) Pemberlakuan pajak merupakan situasional, 

artinya bisa saja dihapuskan 

apabila baitul mal telah terisi kembali dan tidak 

terus menerus.  

Adapun dasar hukum di perbolehkannya pemungutan 

pajak yaitu surat Qs. At-Taubah ayat 29: 

 

                        

                   

               

 

Artinya:  Perangilah orang-orang yang tidak beriman 

kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari 

Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan 

tidak beragama dengan agama yang benar 

(agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang 

diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 

mereka membayar jizyah[638] dengan patuh 

sedang mereka dalam Keadaan tunduk. 
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Maksud dari ayat diatas, dalam suatu pemerintahan 

siapapun yang tidak taat peraturan akan dikenakan denda 

(Jizyah) dan apabila dalam menentukan besaran denda 

(pungutan) harus dengan kesepakatan yang benar, bila tidak 

mendapat jalan keluar makan kembali kepada Allah 

(alqur‘an) dan Rosulnya. Seperti halnya dalam kehidupan 

modern ini pajak dipungut karena kebutuhan negara yang 

wajib dipenuhi dan dalam penentuan tarif harus secara adil 

dan sesuai dengan Alqur‘ah dan hadist.
22

  

Selain itu, terdapat Hadist yang diriwayatkan oleh 

Fatimah binti Qais yang telah mendengar Rasulullah SAW 

bersabda: Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak 

(untuk dikeluarkan) selain zakat. Dengan adanya hadist 

tersebut menandakan bahwa pemerintah diperbolehkan 

dalam hal penarikan sebagian harta yang dimiliki oleh 

penduduknya dalam hal ini berupa pajak.  

Berdasarkan pandangan di atas, pungutan pajak 

kepada rakyat bisa dibenarkan manakala tidak bertentangan 

dengan syariat Islam dan terdapat ketentuan di dalamnya. 

Item pertama ini tidak diragukan bahwa al-Qur‘an dan Hadis 

Nabi SAW telah mencantumkan perihal pajak ini dengan 

tujuan sebagai sumbangsih dan keikutsertaan masyarakat 

dalam pembangunan. Adapun item kedua, yakni hasil 

pungutan pajak mesti disalurkan sesuai dengan kebutuhan 

dan ketentuan peruntukannya. Problem yang seringkali 

muncul adalah ketidakjujuran pengelolaannya. Kedua hal ini 

tentu tidak dapat menjadi alasan untuk tidak membayar 

pajak
23

 

Manusia harus menyadari bahwa dia diciptakan ke 

muka bumi dengan dua tugas utama, yaitu sebagai abdullah 

(hamba Allah) untuk beribadah dan mengabdi kepada-Nya. 

Tugas sebagai abdullah berimplikasi dan memberi kesadaran 

bahwa setiap tingkah laku dan keputusan yang diambil akan 

selalu mengacu dalam rangka untuk mencari ridho-Nya. Hal 

                                                           
 22  Departemen Agama R.I. Al-Qur‟an dan Terjemahannya. Qs. An-Nisa‘ 

(4): 59. 
23 Ahmad Isnaeni. 
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ini juga berlaku pula ketika dia diserahi beban amanah untuk 

mengelola sumber daya insani, Islam selalu mengajarkan 

pemeluknya agar selalu menjadi yang terbaik dan 

memberikan manfaat bagi umat manusia. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengelola pemerintahan sebaik mungkin 

sehingga seluruh sumber daya insani yang terlibat di 

dalamnya mendapatkan manfaat dari aktifitas tersebut secara 

langsung maupun tidak langsung.
24

 

 

3. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan pajak adalah keputusan wajib pajak untuk 

patuh dengan membayar pajak sesuai dengan aturan yang 

ada. Penghindaran pajak membuat pembayaran pajak tidak 

sama dengan jumlah itu harus dibayar, lebih besar atau lebih 

kecil dari sesuai. Tetapi kebanyakan kasus menunjukkan 

pembayar pajak mengurangi jumlah pajak yang dibayar.
25

 

Pengertian lain dari pepatuhan pajak adalah keadaan dimana 

wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Pemerintah telah melakukan beberapa 

langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam 

pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan 

pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak 

secara adil dan transparan, serta membuat peraturan 

perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan 

meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib 

pajak tidak patuh.  

Sebagai wajib pajak, inilah kewajiban perpajakannya 

yang dibayarkan, yang terdiri dari dua jenis pajak yakni 

pajak yang dibayarkan ataupun dilaporkan setiap bulannya 

                                                           
24 Norvadewi, ‗Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami‘, Jurnal Prosiding Seminar 

Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 1 (2017), 112–20. 
25 Tri Utami and Susyanti Susyanti, ‗Economic and Psychological Approach 

to Increase Tax Compliance in Micro, Small And Medium Enterprises‘, Jurnal 

Akuntansi dan Investasi, 19.1 (2018), 54–63 <https://doi.org/10.18196/jai.190191>. 
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dan pajak yang dibayarkan serta dilaporkan setiap tahun 

atau pajak tahunan. Pajak bulanan terdiri dari: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) 21 

Jika UKM memiliki karyawan dengan 

jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan 

pajak penghasilan, wajib memotong PPh 21 dari gaji, 

upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran 

dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih 

terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang 

dilakukan WP Dalam Negeri, pekerjanya tersebut. 

Kemudian menyetorkan hasil pemotongan PPh 21 

tersebut ke kas negara. Berikutnya perusahaan harus 

memberikan lembar bukti potong atau bukti 

pemotongan PPh 21 ke karyawan atau yang 

bersangkutan tersebut. 

b. Pajak Penghasilan (PPh) 23 

Untuk PPh Pasal 23 lebih ditujukan kepada 

kategori usaha menengah. Kewajiban PPh 23 jika 

perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran 

dividen/pembagian keuntungan kepada pemegang 

saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah 

kepemilikan saham paling besar 25%. Lalu ketika 

perusahaan melakukan pembayaran royalti, 

pembayaran bunga pinjaman selain pada bank, 

pembayaran hadiah, juga penghargaan dan bonus 

selain yang dipotong PPh Pasal 21. Kemudian jika 

perusahaan melakukan pembayaran sewa atas 

penggunaan harta, pembayaran imbalan sehubungan 

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan dan jasa lain yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

141/PMK.03/2015. Jadi, perusahaan yang melakukan 

transaksi PPh 23 ini wajib memotong pajaknya dari 

WP Orang Pribadi maupun WP Badan Dalam 

Negeri. 

 

 

https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/
https://klikpajak.id/blog/pajak-pph-23-tarif-pajak-penghasilan-pasal-23/
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c. Pajak Penghasilan (PPh) 26 

Kewajiban pajak bagi UKM berikutnya adalah 

PPh Pasal 26 apabila melakukan transaksi dengan 

WP Luar Negeri. Transaksi tersebut berupa 

pembayaran gaji, jasa, dividen, bunga, royalti, sewa, 

dan lainnya yang terdapat pada PPh Pasal 21 dan 

PPh Pasal 23. Sehingga perusahaan memotong PPh 

26 atas transaksi tersebut dari WP Luar Negeri, baik 

itu WP Orang Pribadi Asing maupun WP Badan 

Asing. 

d. Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat 2 

UKM juga memiliki kewajiban PPh Pasal 4 

ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan 

atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau 

bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa 

konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang 

dibayarkan pada orang pribadi. Lalu pajak UMKM 

terkait pasal ini berapa persen? Untuk pemotongan 

PPh 4 ayat (2) ini bersifat final, jadi penghasilan 

yang telah dipotong itu tidak diperhitungkan lagi 

dalam SPT Tahunan PPh Badan 

e. Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM PP 23 / 2018 

Pengusaha UKM juga dikenakan PPh Final 

sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 

2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang 

diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran 

bruto tertentu. Namun, PPh Final UMKM PP 

23/2018 ini sebenarnya sifatnya lebih kepada insentif 

bagi pelaku UKM, khususnya WP Badan yang boleh 

memilih jenis tarif Pajak Final UMKM PP 23/2018 

ini karena lebih kecil dibanding tarif PPh Badan 

normal yang di mencapai dobel digit. WP Badan 

yang bisa menggunakan tarif PPh Final UMKM PP 

23/2018 memiliki jangka waktu berbeda-beda sesuai 

bentuk usahanya, apakah berbentuk CV, Koperasi, 

Firma, atau PT. 

https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-4-ayat-2/
https://klikpajak.id/blog/pph-pasal-4-ayat-2/
https://klikpajak.id/blog/pajak-cv-dan-pph-final-pajak-badan-usaha-cv/
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Pajak UMKM atau PPh Final UMKM adalah 

jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap 

penghasilan di luar pekerjaan formal. PPh pajak 

usaha kecil menengah ini juga merupakan pajak 

penghasilan yang bersifat final sehingga disebut PPh 

Final UMKM. Karena pengenaan pajak UMKM ini 

bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan 

dalam penghitungan PPh Terutang tahunan. Pajak 

final UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau 

peredaran bruto setiap bulannya dan harus 

dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan 

pula. 

f. PPN 

Bagi pengusaha UKM juga diwajibkan atas 

Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) adalah ketika sudah 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Meski WP Badan maupun WP Pribadi Pengusaha 

memiliki omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar, dapat 

memilih sebagai PKP. Sehingga UKM yang telah 

menjadi PKP ini wajib menerbitkan Faktur Pajak dan 

dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang lebih 

bayar sebagai pengurang pajak pada penyampaian 

SPT Tahunan. Atau, dapat mengkreditkan PPN 

terutang lebih bayar untuk masa pajak berikutnya 

maupun melakukan restitusi atau pengembalian 

pajak lebih bayar. 

Sedangkan kewajiban pajak yang dibayarkan atau 

dilaporkan secara tahunan atau disebut Tahunan Pajak, 

adalah: PPh Badan. UKM dengan kategori pengusaha 

dengan skala usaha menengah dikenakan PPh Badan yang 

dibayarkan setahun sekali atau melalui angsuran PPh Pasal 

25 yang dibayarkan setiap bulan. Indonesia menganut 

sistem self assessment, agar sistem ini berjalan dengan 

efektif dan lancer maka sudah selayaknya kepercayaan 

tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan 

pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam 

https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25/
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pph-pasal-25/
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melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun 

indikatornya yaitu:  

a. Ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan  

b. Ketepatan dan jujur dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan Perpajakan  

c. Membayar Pajak tepat waktu 

d. Tidak memilki tunggakan 

e. Bersedia menerima sanksi bila terjadi kesalahan.
26

 

Menurut Wardani & Rumiyatun, indikator kepatuhan 

wajib pajak yaitu: 

a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

b. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak  

c. Membayar pajaknya tepat pada waktunya  

d. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam 

membayarkan pajaknya  

e. Wajib pajak dapat mengetahui tempo pembayaran  

f. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan 
27

 

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua jenis 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak 

sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang 

menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya, seperti kesadaran Wajib Pajak sendiri. 

Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti 

kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi.
28

 

 

 

 

 

                                                           
26 Listiyowati Listiyowati and others, ‗Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di 

Masa Pandemi COVID-19‘, Jurnal Akuntansi Indonesia, 10.1 (2021), 41–59. 
27 Dewi Kusuma Wardani and Rumiyatun Rumiyatun, ‗Pengaruh 

Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan 

Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Kendaraan Bermotor‘, Jurnal Akuntansi, 5.1 (2017), 15–24. 
28 Johny Subarkah dan Maya Wisyana Dewi, Ibid,  Hlm. 62. 
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Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak 

a. Kualitas Pelayanan 

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat 

diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada 

Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya.
29

 atau dengan kata lain kualitas 

pelayanan adalah cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib 

Pajak. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan 

publik karena: dijalankan oleh instansi pemerintah, 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan 

tidak berorientasi pada profit atau laba.  

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan 

pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan perpajakan yang 

berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya 

tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan 

dan roda pemerintah berjalan dengan baik. Indikator 

kualitas pelayanan adalah: 

1) Kehandalan (Reliability), keahlian karyawan 

untuk memberikan pelayanan yang akurat dengan 

tepat dan dapat dipercaya, terpenting dalam 

memberikan pelayanan kinerja secara tepat waktu 

dengan cara pelayanan yang sama kepada 

pelanggan tanpa kesalahan. 

2) Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan 

dan kemampuan para karyawan untuk bersikap 

tanggap memberikan dan membantu pelayanan 

yang dibutuhkan pelanggan dengan penyelesaian 

yang cepat. 

                                                           
29 Johny Subarkah dan Maya Wisyana Dewi, Ibid,  Hlm. 65. 
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3) Jaminan (Assurance), yaitu perilaku karyawan 

yang berhubungan dengan keramahan, 

pengetahuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya dari karyawan konsumen tidak ada 

perasaan ragu-ragu dan merasa aman dari risiko 

atau bahaya sehubungan jasa yang diterimanya. 

4) Empati (Emphaty), yaitu sikap karyawan maupun 

perusahaan untuk memahami kebutuhan 

pelanggan, memberikan perhatian dan 

memaklumi kebutuhan maupun kesulitan 

pelanggan, dengan perhatian pribadi, komunikasi 

yang baik, kemudahan dalam melancarkan 

komunikasi. 

5) Wujud Nyata (Tangibles), yaitu meliputi adanya 

bukti fasilitas fisik, sarana komunikasi, 

perlengkapan dan lain-lain yang dapat dan harus 

secara nyata tersedia serta dapat terlihat di 

pelayanan tersebut.
 30

 

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu 

faktor yang membuat wajib pajak ingin memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak 

dapat diartikan dengan bagaimana kemampuan petugas 

pelayanan pajak dalam melayani wajib pajak. Menurut 

Pasuraman dalam Kusuma, terdapat lima dimensi 

kualitas jasa yaitu:  

1) Fasilitas pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan 

Pajak  

2) Profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh 

petugas pajak  

3) Kesigapan petugas pajak dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak  

4) Kenyamanan pelayanan yang diberikan oleh 

petugas pajak  

                                                           
30 Yani Febriani and Kusmuriyanto Kusmuriyanto, ‗Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak‘, Accounting Analysis Journal, 4.4 

(2015), Hlm. 13. 
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5) Kemampaun petugas pajak dalam memberikan 

pelayanan kepada wajib pajak.
31

 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Control 

beliefs) berkaitan dengan kemudahan penggunaan e-

filing, dimana dengan adanya kemudahan penggunaan 

e-filing, sistem perpajakan yang efisien dan efektif akan 

memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat 

pajak, akan membuat Wajib Pajak memiliki kemauan 

atau memilih perilaku taat pajak. Selain itu Theory of 

Planned Behaviour menyatakan timbulnya niat atau 

keinginan untuk berperilaku salah satunya dipengaruhi 

oleh normative beliefs bahwa seseorang akan memiliki 

niat untuk berperilaku jika mempunyai kepercayaan 

terhadap harapan normatif orang lain dan memiliki 

dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut. 

b. Kesadaran Pajak 

Kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran 

yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai manfaat dan 

pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara. 

Menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban warga 

negara untuk mendorong wajib pajak memenuhi 

kewajibannya kewajiban pajak. Beberapa hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan 

wajib pajak yang bersangkutan.
32

 

Dalam pengertian lain kesadaran wajib Pajak 

merupakan kondisi dimana wajib pajak sadar untuk 

membayar pajak, mengetahui fungsi pajak untuk 

pembiayaan negara, memahami kewajiban perpajakan 

                                                           
31 Kartika Candra Kusuma and Amanita Novi Yushita, ‗Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan WPOP‘, Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, 5.3 (2017), Hlm. 112. 
32 Endah Purnama Sari Eddy and Verani Carolina, ‗Pengaruh Tingkat 

Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha‘, Jurnal Akuntansi, 7.1 (2015), 

1–13. 
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harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: 

1) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 

menunjang pembangunan negara. 

2) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 

beban pajak sangat merugikan negara. 

3) Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan 

dapat dipaksakan
 
 

4) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang 

seharusnya dibayar akan merugikan negara. 

5) Pemungutan pajak sesunggguhnya juga dirasakan 

oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung 

dinikmati oleh para wajib pajak
 
 

6) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk 

kemajuan kesejahteraan rakyat
 
.
33

 

Dalam penelitian Anggraeni, Indikator penelitian 

dilakukan dengan 4 item pernyataan yaitu:  

1) Mengetahui adanya UU dan ketentuan 

perpajakan.  

2) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk 

pembiayaan negara.  

3) Menghitung, membayar, melaporkan pajak 

secara suka rela.  

4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak 

dengan benar.
34

 

 Jika dihubungkan dengan Theory of Planned 

Behavior, Kesadaran wajib pajak memiliki kaitan 

dengan keyakinan perilaku. Keyakinan perilaku 

berkaitan dengan evaluasi subjektif individu terhadap 

dunia di sekitarnya, dan pemahaman individu tentang 

dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Wajib pajak 

                                                           
33 Lady Ayu Anggraeni, ‗Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan 

Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak dan Kemanfaatan Npwp Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)‘, Jurnal Akuntansi Dan 

Investasi, 15.1 (2017), 1–25. 
34 Anggraeni, L. A. Ibid, 57–71 
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akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika ia 

memiliki keyakinan bahwa pajak yang ia bayarkan 

memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

c. Sanksi Pajak 

Denda dan sanksi adalah denda dan sanksi yang 

dijatuhkan pada wajib pajak bila wajib pajak tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam pengertian 

lain sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma 

perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dalam 

beberapa penelitian, denda dan sanksi perpajakan 

terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi 

perpajakan berpengaruh signifikan tentang kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi di Surabaya.
35

 

Sanksi pajak ialah suatu alat untuk mencegah 

agar tidak terjadi pelanggaran norma serta aturan 

perpajakan oleh wajib pajak. Adanya pemberlakuan 

sanksi yang berat atas pelanggaran wajib pajak 

nyatanya mampu menyebabkan wajib pajak menjadi 

cukup takut untuk melakukan tindakan kecurangan. 

Disamping itu, anggapan tersebut semakin diperkuat 

dengan banyaknya pengungkapan kasus kecurangan 

pajak yang diberikan sanksi yang berat. Kepatuhan 

wajib pajak diharapkan akan mampu meningkat sebagai 

dampak adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai 

prosedur dan sesuai besar kecilnya pelanggara yang 

dilakukan. 

Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang 

dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang 

diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran 

                                                           
35 Kardinal Utami, T. D., ‗Effect Of Taxpayer Awareness And Tax 

Sanctions On Individual Taxpayer Compliance At The Crossing Ulu Kpp‘ (Stie Mdp, 

2013). 
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yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam 

membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam 

pengisian SPT. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban 

perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi 

perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di 

samping itu, walaupun ada potensi penerimaan Negara 

pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi 

adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban 

perpajakannya.
36

 Terdapat dua macam sanksi yaitu 

sanksi administrasi dan sanksi pidana: 

1) Sanksi administrasi yang berupa denda 

ditetapkan kepada wajib pajak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku atau tidak mematuhi ketetapan peraturan 

perpajakan, sanksi administrasi berbentuk 

pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa 

denda, bunga atau kenaikan sebesar 2% sebulan. 

2) Sanksi pidana dikenakan karena terjadi tindak 

kejahatan dam tindak pelanggaran yang 

menyebabkan hutang pajak menjadi lebih besar. 

Maka dengan itu, dibidang perpajakan dapat 

disebut pelanggaran dengan kealpaan yaitu tidak 

sengaja, tidak hati-hati, lalai atau kurang 

mematuhi kewajiban pajak akibatnya dapat 

megakibatkan kerugian pada pendapatan 

negara. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan 

paling cepat 3 bulan paling lama 1 tahun. 37
 

Dengan adanya sanksi pajak inilah yang akan 

mempengaruhi tindakan seorang wajib pajak, apakah 

akan melakukan pelanggaran pajak maupun tidak sesuai 

dengan Theory of Planned Behavior, sanksi 

                                                           
36 Agustina Dewi Nugraheni and Agus Purwanto, ‗Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib 

Pajak di Kota Magelang)‘ (Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2015), Hlm 7. 
37 Ni Ketut Muliari and Putu Ery Setiawan, ‗Pengaruh Persepsi Tentang 

Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur‘, Jurnal 

Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6.1 (2011), Hlm. 5. 
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administrasi terkait dengan perceived behavioral 

control yaitu sanksi dibuat untuk mendukung wajib 

pajak agar mematuhi peraturan administrasi perpajakan. 

Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, 

maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar 

yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus 

dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak 

berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu 

dengan membayar dan melaporkan pajak tepat 

waktu.Indikator sanksi perpajakan menurut Savitri & 

Nuraina meliputi:  

1) Sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan wajib 

pajak yang disiplin, oleh karena itu sanksi yang 

diberikan harus bersifat jelas;  

2) Pengenaan sanksi pajak harus bersifat tegas (not 

arbitrary) sehingga sanksi pajak haruslah tanpa 

ada kompromi; 

3) Pemberian sanksi yang dimaksud harus sesuai 

dengan ukuran pelanggarannya, dalam arti kata 

sanksi tersebut harus seimbang; dan 

4) Semua sanksi yang dikenakan haruslah sesuai 

dengan peraturan sehingga sanksi tersebut dapat 

memberikan efek jera bagi pelanggar.
38

 

 

d. Religiusitas 

Religiusitas adalah apresiasi terhadap nilai-nilai 

agama dan menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya. Religiusitas adalah 

komitmen beragama dengan menjalankan nilai-nilai 

yang diajarkan dalam agama .Individu yang memiliki 

tingkat religiusitas yang tinggi akan memiliki perhatian 

terhadap kesejahteraan orang lain dan menjadi 

                                                           
38 Faradilla Savitri Elva Nuraina, ‗Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun‘, 

EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 5.1 (2017), 45–55. 
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sukarela.
39

 Religiusitas merupakan seberapa besar 

pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib 

pajak dalam memandang agama dan ajarannya terhadap 

kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan 

kewajibannya sebagai wajib pajak.
40

 Pengertian lain 

religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut 

oleh seseorang.Semua agama umumnya memiliki 

tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik 

dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan 

memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri 

penegakan dalam perilaku moral. 

Religiusitas didefinisikan secara sederhana 

sebagai kondisi mempercayai kekuatan yang maha luar 

biasa yang dapat mengatur segalanya, yaitu kepada 

Tuhan yang berhak untuk dipatuhi, dipercayai, dan 

disembah. Konsep ini sangatlah penting sebagaimana 

penelitian dalam literatur pajak atas peran nilai moral 

yang dimiliki individu terhadap kepatuhan pajak, baik 

terhadap orang religius maupun atheis diharapkan 

memiliki nilai moral yang tinggi. Dengan kata lain, 

dalam konteks penelitian kepatuhan pajak, religiusitas 

hampir mirip dengan keyakinan moral pribadi, bentuk 

keyakinan moral ini berasal dari motivasi religius. 

Regiusitas adalah salah satu hal yang penting dari tax 

moral, karena dapat menjadi motivasi untuk membayar 

pajak, suka rela melaporkan penghasilan, peduli dengan 

sistem perpajakan dan sebagainya.
41

 Religiusitas dapat 

diraih melalui berbagai cara seperti pendidikan agama, 

menjadi anggota yang aktif di organisasi keagaman. 

Ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu: 

1) Dimensi keyakinan 

                                                           
39 Ietje Nazaruddin, The Role of Religiosity and Patriotism in Improving 

Taxpayer Compliance (Muhammadiyah University Yogyakarta, 2019), Hlm. 115. 

 40 Nanik Ermawati, Zaenal Afifi, Op.Cit, Hlm. 657 
41 Ofiafoh Eiya, O J Ilaboya, and A F Okoye, ‗Religiosity and Tax 

Compliance: Empirical Evidence from Nigeria‘, Igbinedion University Journal of 

Accounting, 1.1 (2016), 27–41. 
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Dimensi iniberisi seperangkat keyakinan yang 

terpusat pada keyakinan adanya Allah. 

Kepercayaan kepada Allah ini selanjutnya 

melahirkan seperangkat keyakinan yang 

berkaitan dengan alam gaib dan alam nyata. 

2) Dimensi praktek agama. 

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, 

ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk 

menunjukkan komitmen pada agama yang dianut. 

3) Dimensi Pengahyatan 

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta 

bahwa semua agama mengandung pengharapan-

pengharapan tertentu. 

4) Dimensi pengetahuan agama 

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa 

orang yang beragama paling tidak memiliki 

sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-

dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi. 

5) Dimensi pengalaman 

Dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat 

keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan 

pengetahuan seseorang dari hari kehari. 

pengertian lain yaitu bentuk respon kehadiran 

Tuhan yang dirasakan oleh seseorang atau 

komunitas keagamaan. Respon kehadiran Tuhan 

dalam diri seseorang atau komunitas keagamaan 

tercermin pada adanya emosi keagmaan yang 

kuat. Terdapat rasa kekaguman, keterpesonaan 

dan hormat yang demikian melimpah.
42

 

Sikap Religiusitas Wajib Pajak Menurut Wati, 

indikator sikap religiusitas Wajib Pajak sebagai berikut:  

1) Agama penting dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
42 Djamaludin Ancok and Fuad Nashori Suroso, ‗Psikologi Islami: Solusi 

Islam atas Problemproblem Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar‘,2011, Hlm.117 . 
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2) Masyarakat berpegang teguh terhadap pemimpin 

agama.
43

 

Menurut Basri, Religiusitas adalah Penghayatan 

dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai 

keagamaan yang diyakininya. Indikator dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Keyakinan terhadap agama. 

2) Praktik agama. 

3) Pengetahuan agama . 

4) Pengalaman agama.
44

 

Menurut Ermawati, Berdasarkan Theori of 

Planned Behavior, Wajib pajak yang memiliki 

religiusitas beranggapan bahwa melakukan kecurangan 

pajak berarti melakukan pelanggaran agama. Untuk 

tidak berlaku curang maka wajib pajak akan berusaha 

menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang 

memegang teguh ajaran agama, akan menghindari 

sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan 

pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang 

takut terhadap sanksi perpajakan ini, akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu seseorang yang memiliki religiusitas 

yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai 

agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan 

tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib 

pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban 

pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara 

                                                           
43 Reny Eka Wati, ‗Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat 

Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Religiusitas yang 

Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris pada Wajib Pajak 

Orang Pribadi Pekerja Bebas Yang Terdaftar‘ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2016), Hlm. 98. 
44 Yesi Mutia Basri, ‗Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap 

Kecurangan Pajak‘, Akuntabilitas, 8.1 (2015), 61–77. 
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sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan.
45

 

 

e. Pandemi Covid-19 

Virus corona adalah virus yang ditularkan 

melalui infeksi pathogen Sindrom Pernafasan Akut 

Parah virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang memiliki 

pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan menyebar ke 

seluruh dunia.
46

 Virus ini sekarang dikenal sebagai 

Penyakit virus corona 2019 (COVID-19) 

mempengaruhi kehidupan masyarakat global.
47

 Di 

Indonesia, COVID-19 lebih dulu muncul pada awal 

maret 2020 ketika pemerintah mengklaim dua itu warga 

negara Indonesia tertular. Karena itu menyebar dengan 

cepat, beberapa wilayah di Indonesia rentan, seperti 

Jakarta, Surakarta, Depok, dan beberapa lainnya dua 

bulan kemudian, Satgas Nasional Penanganan COVID-

19 melaporkan tren positif COVID-19 kasus di 

Indonesia terus berlanjut meningkat setiap hari. 
48

 

 

f. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

                                                           
45 Nanik Ermawati, Zaenal Afifi, Op.Cit, Hlm. 656 
46 Muhammad Adnan Shereen and others, ‗COVID-19 Infection: Origin, 

Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses‘, Journal of Advanced 

Research, 24 (2020), 91–98. 
47 Shajeea Arshad Ali and others, ‗The Outbreak of Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)—An Emerging Global Health Threat‘, Journal of Infection and 

Public Health, 13.4 (2020), 644–46. 
48 Firmansyah Muchammad, Rahmanto Iqbal, and Setiawan Fajar, ‗The 

Preparedness for the COVID-19 Pandemic Management in Indonesia‘, Jurnal 

Administrasi Kesehatan Indonesia, 2020, 188–201. 
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atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.
49

 

 

B. Model Penelitian 

Teori kepatuhan (compliance theory) pertama kali 

dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). teori ini 

menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat 

terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.
50

 

Kajian teori kepatuhan (compliance theory) dapat 

digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-

masing variabel dalam penelitian ini yaitu, kualitas 

pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Jadi persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

 

 

 

 

 

                                                           
49 JDIK BPK RI, Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah, 2008. 
50 Efrie Surya Perdana and A.A.N.B Dwirandra, ‗Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM‘, E-Jurnal Akuntansi, 30.6 (2020), 1458 

<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>. 
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        Keterangan:  

KWP : Kepatuhan Wajib 

Pajak  

KP : Kualitas Pelayanan  

SP : Sanksi Perpajakan 

KP : Kesadaran Pajak 

a : Intercept  

b1,b2,b3 : Koefisien 

Regresi  

e : error
51

 

 

 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan 

suatu teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang 

menjelaskan tentang faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku yang timbul dari suatu 

individu berdasarkan sisi psikologi. Teori ini dipilih 

salah satunya karena kemauan untuk membayar pajak 

sangat berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam 

membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.Ajzen 

(1991) menyatakan bahwa tingkah laku yang 

ditampilkan seseorang dipengaruhi oleh niat 

(intention) untuk berperilaku. Sedangkan munculnya 

niat tersebut diperngaruhi oleh tiga faktor penentu. 

Pertama, control beliefs. Faktor ini berkaitan dengan 

sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung 

agar wajib pajak mampu menaati peraturan 

perpajakan. Ketaatan ini ditentukan berdasarkan 

persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat sanksi 

pajak dapat mendukung perilaku wajib pajak untuk 

patuh pada pajak.  

Kedua, normative beliefs, Jika dikaitkan dengan 

pelayanan pajak, dimana dengan adanya kemudahan 

sistem perpajakan diharapkan hal tersebutdapat 

meningkatkan motivasi wajib pajak agar patuh 

terhadap pajak, dan memiliki keyakinan atau perilaku 

taat pajak. Ketiga, behavioral belief. Faktor ini sangat 

                                                           
51 Ermawati And Afifi. Op.Cit, Hlm. 658 

KWP = a + b1KP+ b2SP + b3KP + e 
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relevan untuk menjelaskan mengenai tindakan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Sebelum wajib pajak mengambil tindakan, ia akan 

berkeyakinan tentang hasil yang segera didapatkan 

dari tindakannya tersebut. Lalu wajib pajak tersebut 

akan memutuskan akan melakukannya atau tidak.
52

 

Menurut Tahar dan Rachman, kepatuhan 

mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab 

kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai 

Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak 

tinggi, tentunya akan memberikan efek yang positif 

bagi keberlangsungan negara. religiusitas merupakan 

nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang, dan 

setiap agama pada umumnya memiliki tujuan yang 

sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan 

menghambat perilaku buruk. Agama sendiri memiliki 

definisi yaitu suatu hubungan antara Tuhan dengan 

manusia, manusia dengan manusia, dan manusia 

dengan lingkungan. Selain itu, prinsip atau landasan 

agama merupakan suatu ukuran individu dalam 

pemahaman agama/ religiusiutas dan dilihat dari 

realita individu untuk menjalankan landasan agama 

yang dianut.
53

  Sehingga persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Riska Ariana, ‗Pemahaman Pajak E-Commerce, Sanksi Pajak, dan 

Kemudahan Akses Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemauan 

Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening, 4 (2016), 1–23 

<https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4783>. 
53 Afrizal Tahar and Arnan Kartika Rachman, ‗Pengaruh Faktor Internal 

Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak‘, Jurnal Akuntansi Dan 

Investasi, 15.1 (2014), 56–67. 
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Keterangan:  

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak  

KP : Kualitas Pelayanan  

SP : Sanksi Perpajakan  

KP : Kesadaran Pajak 

R : Religiusitas  

a : Intercept  

b1,b2,b3: Koefisien Regresi  

e : error
54
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KWP = a + b1KP+ b2SP + b3KP  + b1KP*R + b2SP*R + b3KP*R + e 
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C. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 

Penelitan 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 

Terdahulu 
Metode  Hasil 

1.  Johny 

Subarkah, 

Maya 

Widyana 

Dewi (2017) 

Pengaruh 

Pemahaman, 

Kesadaran, 

Kualitas 

Pelayanan, Dan 

Ketegasan Sanksi 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Di Kpp 

Pratama 

Sukoharjo. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dengan 

melakukan survei 

lapangan. 

Populasinya adalah 

pembayar pajak 

individu yang 

terdaftar dan 

melakukan 

pembayaran pajak 

pribadi di KPP 

Pratama 

Sukoharjo, sampel 

35 orang dengan 

teknik sampling 

quota sampling 

non probability 

sampling. Metode 

pengumpulan data 

menggunakan 

kuesioner dengan 

skala Likert 1-5 

poin. Metode 

analisis data 

meliputi: uji 

instrumen 

penelitian, uji 

asumsi klasik, uji 

regresi linier 

berganda dan uji 

 Hasil penelitian 

menunjukkan:  

1) Pemahaman wajib 

pajak berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak 

individu pada KPP 

Sukoharjo.  

2) Kesadaran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan pada 

kepatuhan pajak 

individu pada KPP 

Sukoharjo.  

3) Kualitas layanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak di 

KPP Sukoharjo 

perorangan.  

4) Ketegasan sanksi 

positif dan 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan pajak di 

KPP Sukoharjo 
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hipotesis. perorangan.  

5) Pengertian, 

kesadaran, kualitas 

pelayanan dan 

ketegasan 

memberikan 

sanksi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak di 

KPP Sukoharjo 

wajib pajak 

pribadi. 

 

2.  Dian Lestari 

Siregar 

(2017) 

Pengaruh 

kesadaran wajib 

pajak dan sanksi 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

pada kantor 

pelayanan pajak 

pratama batam. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode analisis 

data kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

model 

ekonometrika yaitu 

metode analisis 

regresi linier 

berganda dengan 

bantuan spss. 

1) kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

2) sanksi pajak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

3) ada pengaruh 

signifikan antar 

variabel kesadaran 

wajib pajak dan 

sanksi pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar pajak 

pada KPP Pratama 

Batam. 
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3.  Nanik 

Ermawati, 

Zaenal Afifi 

(2018) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan Dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak dengan 

Religiusitas 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

Jenis data yang 

digunakan adalah 

jenis data 

kuantitatif. 

Sedangkan sumber 

data yang 

digunakan 

menggunakan 

sumber data 

primer. Populasi 

dalam penelitian 

ini adalah wajib 

pajak orang pribadi 

yang terdaftar di 

kantor pelayanan 

pajak (kpp) 

pratama kudus. 

Sedangkan teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

metode accidental 

sampling. Untuk 

menentukan 

jumlah sampel 

yang digunakan 

dalam penelitian 

menggunakan teori 

dari kuncoro dan 

sudarman (2018), 

dimana sampel 

untuk penelitian 

multivariate dapat 

ditentukan 

jumlahnya sebesar 

100 responden. 

 

1) Pengetahuan 

Perpajakan 

Berpengaruh 

Terhadap 

Kepatuhan 

Membayar Pajak,  

2) Sanksi Perpajakan 

Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak,  

3)  Religiusitas Tidak 

Mampu 

Memoderasi 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak, 

  

4) Religiusitas Tidak 

Mampu 

Memoderasi 

Pengaruh Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

4.  Nanik 

Ermawati, 

Zaenal Afifi 

Pengaruh 

religiusitas 

terhadap kepatuhan 

Populasi dari 

penelitian ini 

adalah seluruh 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa :  
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(2018) wajib pajak dengan 

kesadaran wajib 

pajak sebagai 

variabel 

intervening(studi 

kasus pada wajib 

pajak orang pribadi 

yang terdaftar pada 

kantor pelayanan 

pajak (kpp) 

pratama kudus). 

 

wajib pajak orang 

pribadi di 

Kabupaten Kudus. 

Sampel diambil 

secara insidental 

sampling. 

Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan 

menggunakan 

pendekatan 

Structural Equation 

Model (SEM) 

dengan 

menggunakan 

metode alternatif 

Warp Partial Least 

Square (PLS). 

1) Religiusitas 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

2)  Religiusitas 

berpengaruh 

terhadap 

kesadaran wajib 

pajak. 

3)  Kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

4) Kesadaran wajib 

pajak mampu 

memediasi 

sebagian pengaruh 

religiusitas 

terhadap 

kepatuhan 

wajib pajak. 

5.  Nadhila 

Ghassani 

(2019) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan dan 

Pengetahuan 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dengan 

Sanksi Perpajakan 

Sebagai Variabel 

Moderating (Studi 

Empiris Pada 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di Kota 

Mataram). 

Sumber data dalam 

penelitian ini 

adalah data primer. 

Metode 

pengumpulan data 

dalam penelitian 

ini dilakukan 

dengan 

menggunakan 

metode survey 

dengan instrumen 

kuesioner Analisis 

data dilakukan 

dengan Teknik 

analisis regresi 

berganda, analisis 

korelasi dan 

 Hasil analisis 

menunjukkan bahwa : 

1) Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di Kota 

Mataram. 

2) Kualitas 

Pelayanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 
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analisis 

determinasi serta 

pengujian hipotesis 

dengan uji-t. 

Sebelum dilakukan 

pengujian maka 

terlebih dahulu 

dilakukan uji 

validitas dan 

reliabilitas untuk 

mengetahui 

kualitas data. 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di Kota 

Mataram. 

3) Perpajakan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di Kota 

Mataram. 

 

 

4) Sanksi Perpajakan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

hubungan antara 

Kesadaran Wajib 

Pajak dengan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di Kota 

Mataram. 

5) variabel Moderasi 

X2*Z berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di Kota 

Mataram. 

6) variabel Moderasi 

X3*Z berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 
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Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi di Kota 

Mataram. 

 

6.  Luh Ria 

Wahyuni, I 

Gusti Ayu 

Purnamawati 

(2020) 

Analisis Faktor 

Internal dan 

Eksternal yang 

Mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM di 

Kabupaten 

Buleleng. 

Penelitian ini 

adalah jenis 

penelitian 

kuantitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif. Populasi 

dan sampel pada 

penelitian ini ialah 

wajib pajak 

UMKM di 

kabupaten 

Buleleng yang 

terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Singaraja. 

Metode penentuan 

sampel yang 

dipergunakan ialah 

teknik simpel 

random sampling, 

dengan 

jumlahsampel 

sebanyak 334. 

Data yang 

dipergunakannpada 

penelitiani ini ialah 

data primernyang 

diperoleh dengan 

cara penyebaran 

kuesioner kepada 

pemilik UMKM. 

Selanjutnya, data 

yang terkumpul 

diuji dengan 

analisis regresi 

1) Kesadaran 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak;  

2) Pemahaman pajak 

mempunyai 

pengaruh negatif 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak; 

3) Sanksipajak 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak; 

4) Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak;  

5) Modernisasi 

sistem perpajakan 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak; 
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linier berganda. 

 

6) Money ethics 

memiliki pengaruh 

negatif signifikan 

pada kepatuhan 

wajib pajak;  

7) Preferensi risiko 

mempunyai 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

7.  Gandy 

Wahyu 

Maulana 

Zulma (2020) 

Pengaruh 

Pengetahuan Wajib 

Pajak, 

Administrasi 

Pajak, Tarif Pajak 

dan Sanksi 

Perpajakan 

terhadap 

Kepatuhan Pajak 

Pada Pelaku Usaha 

UMKM di 

Indonesia. 

 

Populasi dan 

sampel pada 

penelitian ini fokus 

kepada usaha 

dengan omzet 

kurang dari 4,8 

miliar yang 

termasuk kedalam 

sektor UMKM. 

Sebanyak 154 

kuesioner 

dikumpulkan dan 

dapat digunakan 

untuk analisis lebih 

lanjut melalui 

serangkaian uji 

statistik. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan pajak, 

administrasi pajak 

dan sanksi pajak 

terbukti berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan pajak di 

Indonesia. Temuan 

ini menunjukkan 

bahwa semakin baik 

tingkat pengetahuan 

pajak, administrasi 

pajak, serta 

penegakan sanksi 

yang adil dan 

transparan dapat 

meningkatkan 

tingkat kepatuhan 

pajak. 

8.  Syanti Dewi, 

Widyasari, 

Nataherwin 

(2020) 

Pengaruh insentif 

pajak, tarif pajak, 

sanksi pajak dan 

pelayanan pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak selama 

masa pandemi 

covid-19. 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif, dimana 

data bersumber 

dari data primer. 

Data primer adalah 

data yang 

1) Insentif Pajak 

pertama 

berpengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan, 

sehingga dapat 

disimpulkan 

bahwa insentif 
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diperoleh secara 

langsungmelalui 

kuesioner atau 

wawancara dengan 

nara sumber. 

Responden 

kuesioner diminta 

untuk memberikan 

pendapatnya 

terhadap indikator 

yang terkait 

dengan variabel 

yang diuji. 

Responden 

menyatakan 

tingkat 

persetujuannya 

terhadap 

pernyataan 

berdasarkan lima 

pilihan skala 

berdasarkan skala 

likert. Hasil 

pengumpulan data 

dari kuesioner akan 

dilakukan tahap 

pengolahan data 

dengan 

menggunakan tiga 

jenis analisa 

metode statistik. 

Populasi yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah wajib pajak 

orang pribadi yang 

terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak 

(KPP) di wilayah 

DKI Jakarta yang 

pajak yang 

diberikan 

pemerintah 

selama pandemi, 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan waji 

pajak. 

2) Tarif pajak 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak adalah tidak 

ditolak. Maka 

dapat disimpulkan 

bahwa ketika tarif 

pajak menurun 

maka akan 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak 

3) Sanksi pajak 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak adalah tidak 

ditolak. Maka 

dapat disimpulkan 

bahwa adanya 

sanksi pajak maka 

akan 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak. 

4) Pelayanan pajak 

berpengaruh 

positif signifikan 
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memiliki Nomor 

Pokok Wajib 

Pajak. Metode 

pemilihan sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling, 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak adalah 

ditolak. Maka 

dapat disimpulkan 

bahwa adanya 

pelayanan pajak, 

tidak dapat 

mempengaruhi 

kepatuhan wajib 

pajak dalam hal 

membayar dan 

melaporkan secara 

tepat waktu 

selama pandemi. 

9.  Rita J. D. 

Atarwaman 

(2020) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Sanksi 

Pajak dan Kualitas 

Pelayanan Pajak 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi di 

KPP Pratama 

Ambon. 

Pengambilan 

sampel dilakukan 

dengan 

menggunakan 

rumus slovin. Data 

dalam penelitian 

ini diperoleh dari 

kuesioner (primer) 

dengan sampel 

sebanyak 75 orang 

responden.Teknik 

analisis data 

menggunakan 

metode analisis 

regresi linier 

berganda. 

1. Kesadaran Wajib 

Pajak tidak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak yang 

membuktikan 

bahwa kesadaran 

wajib pajak tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Sanksi Pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. Hasil 

penelitian ini 

konsisten dengan 

penelitian Savitri 
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(2017), yang 

menyatakan 

bahwa sanksi 

pajak berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

3. Kualitas 

Pelayanan Pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. Hasil 

penelitian ini 

konsisten dengan 

penelitian Indah 

Lestari (2018) 

yang 

menyatakan 

bahwa Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi. 

10.  Khorida, 

Armi Bakar, 

Haryanto 

(2020) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

Pajak, Sanksi 

Perpajakan, Dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam 

Membayar Pajak 

Kendaraan 

Bermotor Pada 

Samsat Balaraja 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode survey, 

dengan populasi 

terjangkau adalah 

WP pajak 

kendaraan 

bermotor yang 

terdaftar di Kantor 

bersama Samsat 

Balaraja dengan 

sampel 100 wajib 

Berdasarkan 

analisis data dapat 

disimpulkankan 

bahwa variabel 

kualitas pelayanan 

pajak, sanksi 

perpajakan, dan 

kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

secara bersama – 

sama terhadap 

variabel 
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Banten 

 

pajak kendaraan 

bermotor yang 

terdaftar di Kantor 

Samsat Balaraja. 

Analisis data 

menggunakan 

teknik regresi linier 

berganda. 

Penelitian 

dilaksanakan pada 

bulan September 

2019 sampai 

dengan bulan 

Desember 2019. 

kepatuhan wajib 

pajak. Hasil 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa semakin 

meningkat 

kualitas pelayanan 

yang diberikan, 

meningkatnya 

sanksi perpajakan, 

serta 

meningkatnya 

kesadaran wajib 

pajak maka wajib 

pajak akan lebih 

patuh dalam 

menunaikan 

kewajiban pajak 

kendaraan 

bermotornya. 

11.  Vivi Herlina 

(2020) 

Pengaruh sanksi, 

kesadaran 

perpajakan dan 

kualitas 

pelayanan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak bumi dan 

bangunan di 

kabupaten kerinci. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

merupakan semua 

wajib pajak yang 

ada di kab. 

Kerinci. Teknik 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan adalah 

simple random 

sampling, yaitu 

pemilihan sampel 

secara acak, 

dengan jumlah 

sampel sebanyak 

128 responden. 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah analisis 

regresi linier 

Dari hasil analisis 

baik secara 

simultan maupun 

parsial 

menunjukkan 

bahwa sanksi, 

kesadaran 

perpajakan dan 

kualitas pelayanan 

wajib pajak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak bumi dan 

bangunan di kab. 

Kerinci. 
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berganda meliputi 

koefisien 

determinasi dan 

pengujian 

hipotesis. 

12.  Martha 

Rianty N dan 

Riza 

Syahputera 

(2020) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Kualitas 

Pelayanan Fiskus, 

dan 

Sanksi Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Pelaporan Wajib 

Pajak. 

Data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah data primer, 

data tersebut 

dikumpulkan 

sendiri oleh 

peneliti dan 

didapat langsung 

dari responden 

pada saat 

penelitian 

berlangsung. 

Sedangkan sumber 

data diperoleh 

berdasarkan 

pertanyaan dalam 

bentuk kuisioner 

yang diisi oleh 

responden yaitu 

Wajib Pajak yang 

membayar pajak di 

KPP Pratama 

Seberang Ulu 

Jumlah sampel 

dalam penelitian 

ini sebanyak 100 

orang yang 

ditetapkan secara 

proporsional dalam 

pembagian 

kuisioner kepada 

responden. 

Berdasarkan data 

dari Kanwil DJP 

1. Kesadaran Wajib 

pajak 

berpengaruh 

terhdap 

kepatuhan Wajib 

Pajak yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Seberang 

Ulu. Ini 

menunjukkan 

bahwa tingginya 

tingkat kesadaran 

akan sejalan 

dengan tingkat 

kepatuhan Wajib 

Pajak. 

2. Pelayanan fiskus 

tidak berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Seberang 

Ulu. Ini 

mengindikasikan 

bahwa walaupun 

pelayanan aparat 

pajak sudah 

prima, belum 

tentu akan 

meningkatkan 

kepatuhan Wajib 

Pajak. 

3. Sanksi pajak 

berpengaruh 
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Sumatera Selatan 

dan Bangka 

Belitung Wajib 

Pajak yang 

terdaftar adalah 

sebanyak 10.391 

(sampai dengan 

tahun 2018). 

Instrumen 

penelitian yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah kuesioner, 

yang berisi 

mengenai 

pertanyaan dan 

pernyataan yang 

akan dijawab 

responden. Skala 

yang digunakan 

adalah Skala Likert 

(Likert Scale) 

didesain untuk 

menelaah seberapa 

kuat subjek setuju 

atau tidak setuju 

dengan pernyataan 

pada skala 4 titik 

dengan susunan. 

 

terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Seberang 

Ulu. Ini berarti 

sanksi pajak 

mampu 

meningkatkann 

kepatuhan Wajib 

Pajak dalam 

memenuhi 

kewajiban 

perpajakannya. 

13.  Ni Putu Atik 

Widiastini 

dan Ni Luh 

Supadmi 

(2020) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak, Sanksi, 

Kualitas Pelayanan 

dan Sosialisasi 

pada Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor. 

Penelitian ini 

berlokasidi Kantor 

Bersama SAMSAT 

Kota Denpasar. 

Jumlah sampel 

yang digunakan 

adalah 100 wajib 

pajak kendaraan 

bermotor yang 

dihitung 

Hasil penelitian 

inimenunjukkan 

bahwa kesadaran 

wajib pajak, 

sanksi 

perpajakan, 

kualitas 

pelayanan dan 

sosialisasi 

perpajakan 
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menggunakan 

rumus slovin 

dengan metode 

penentuan sampel 

adalah accidental 

sampling. Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda. 

 

berpengaruh 

positif pada 

kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar pajak 

kendaraan 

bermotor di 

Kantor Bersama 

SAMSAT 

Denpasar. 

14.  Arum 

Indrasari, 

Muhammad 

Hafid (2021) 

Analisis 

Kepatuhan Pajak 

di Masa Pandemi 

Covid-19 dan 

Faktor yang 

Mempengaruhinya. 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

metode analisis 

kuantitatif. Sampel 

dalam penelitian 

ini adalah individu 

yang terdaftar 

sebagai wajib 

pajak di Kota 

Yogyakarta. 

Teknik 

pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

random sampling. 

Random sampling 

merupakan metode 

pengambilan 

sampel secara acak 

tanpa melihat di 

mana sampel 

berada di setiap 

populasi 

mempunyai 

kesempatan yang 

sama untuk terpilih 

menjadi sampel. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa sikap wajib 

pajak, kesadaran 

wajib pajak, dan 

pemahaman 

peraturan pajak 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak 

di masa pandemi 

covid-19. 
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15.  Ulpah Halim 

Ratnawati Tri 

Dewi, 

Sabaruddin, 

Septemberizal 

(2021) 

Antecedent 

Kepatuhan Pajak 

dengan 

Religiusitas 

sebagai 

Pemoderasi. 

Metode penelitian 

ini adalah 

kuantitatif dengan 

bentuk penelitian 

survey. Populasi 

dalam penelitian 

ini adalah Wajib 

Pajak orang pribadi 

yang terdaftar di 

wilayah Kanwil 

DJP Jawa Barat III 

yaitu Bogor, 

Ciawi, Cibinong, 

Cileungsi, Depok, 

Pondok Gede, 

danBekasi 

sebanyak 465.002. 

1. Kesadaran pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

2. Kebijakan 

pemerintah tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

3. Citra otoritas 

pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

4. Pemeriksaan pajak 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

 

 

5. Interaksi 

hubungan 

kesadaran pajak 

dan religiusitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

6. Interaksi 

hubungan 

kebijakan 

pemerintah dan 

religiusitas tidak 

berpengaruh 
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signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

7. Interaksi 

hubungan citra 

otoritas pajak dan 

religiusitas 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

8. Interaksi 

hubungan 

pemeriksaan pajak 

dan religiusitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan pajak. 

 

16.  Mila Putri 

Maria, Siti 

Nurlaela 

(2021) 

Sikap, Kesadaran , 

Pengetahuan dan 

Kepatuhan Wajib 

Pajak di Masa 

PAndemi Coovid-

19. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kuantitatif. 

Populasi 

dalam penelitian 

ini adalah wajib 

pajak Pemkot 

Surakarta. Adapun 

pemilihan sampel 

berdasarkan 

kemudahan 

(convenience 

sampling), metode 

ini memilih sampel 

dari elemen 

populasi (orang 

atau kejadian) yang 

datanya mudah 

1. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan 

bahwa sikap WP 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan WP. 

Hasil pengujian 

mengindikasikan 

bahwa para wajib 

pajak memiliki 

kepatuhan dalam 

membayar pajak 

dikarenakan 

adanya anggapan 

wajib pajak yang 

menyatakan 

bahwa begitu 

terbukaan 
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diperoleh peneliti 

(Supomo & 

Indriantoro, 2002). 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah seluruh 

wajib pajak 

Pemkot Surakarta. 

pemerintah 

terhadap 

penggunaan pajak 

(Aruan, Sujana, & 

Sulindawati, 

2017). 

2. Kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini 

menjelaskan 

bahwa banyak 

wajib pajak yang 

tidak setuju 

dengan 

pemanfaatan pajak 

oleh pemerintah 

transparan, sistem 

erpajakan 

menguntungkan 

wajib pajak, dan 

tidak membentuk 

dana cadangan 

untuk 

pemeriksaan pajak 

Dewo dan Putra 

(2019). 

3. Pengetahuan 

wajib pajak 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Wajib pajak 

memiliki 

pengetahuan 

tentang 

perpajakan maka 

akan membuat 

wajib pajak tidak 
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ragu untuk 

membayar 

pajaknya, karena 

wajib pajak 

mengetahui 

prosedur 

pembayaran dan 

mengetahui arah 

dari pajaknya 

dibayarkannya 

akan 

dipergunakan 

untuk pembiayaan 

pengeluaran 

negara dan daerah 

(Kowel, Kalangi, 

& Tangkuman, 

2019). 

 

17.  Adinda Elfon 

Fitria, Yaya 

Sonjaya, 

Muhammad 

Ridhwansyah 

Pasolo (2021) 

Pengaruh sanksi 

pajak, kualitas 

pelayanan fiskus, 

sosialisasi pajak, 

dan kesadaran 

wajib pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi (studi pada 

kpp pratama 

jayapura selama 

masa pandemi 

covid-19) 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah wajib pajak 

orang pribadi yang 

terdaftar di KPP 

Pratama Jayapura. 

Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

metoden accidental 

sampling. Data 

penelitian 

diperoleh dengan 

menggunakan 

instrumen 

penelitian berupa 

kuisioner yang 

didistribusikan 

secara langsung di 

KPP Pratma 

Jayapura dan juga 

1. Sanksi Pajak 

berpengaruh 

positif terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP 

Pratama Jayapura 

Selama Masa 

Pandemi Covid-

19. 

2. Kualitas 

Pelayanan Fiskus 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP 

Pratama Jayapura 

Selama Masa 

Pandemi Covid-

19. 
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secara online 

kepada 100 

responden yang 

berisi 31 item 

pernyataan yang 

dikur 

menggunakan 

skala likert. 

Metode analisis 

data pada dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

regresi linear 

berganda. 

3. Sosialisasi Pajak 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP 

Pratama Jayapura. 

4. Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP 

Pratama Jayapura. 

5. Sanksi Pajak, 

Kualitas 

Pelayanan Fiskus, 

Sosialisasi Pajak, 

dan Kesadaran 

Wajib Pajak 

secara bersama-

sama memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi pada KPP 

Pratama Jayapura 

dengan kontribusi 

sebesar 48%. 

Sedangkan 

sisanya sebesar 

52% disebabkan 

oleh faktor-faktor 

lain di luar 

pengujian 
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penelitian ini. 

 

18.  Fanji Farman 

(2021) 

Pengaruh kualitas 

pelayanan, sanksi 

pajak, kesadaran 

wajib pajak 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam 

membayar pajak 

bumi dan 

bangunan 

kecamatan 

tanjungkerta 

kabupaten subang. 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

penelitian 

kuantitatif dengan 

pendekatan survey. 

Teknik 

pengambilan data 

diperoleh dari hasil 

kuesioner dan 

penelitian 

kepustakaan. 

Sampel dalam 

penelitian ini 

adalah sebagian 

wajib pajak PBB 

pada Kecamatan 

Tanjungkerta yaitu 

berjumlah 100 

responden. Teknik 

pengambilan 

sampel dengan 

teknik Simple 

Random Sampling. 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

linear berganda 

dan analisis 

koefisien 

determinasi. 

1. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

2. Sanksi pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

3. Kesadaran wajib 

pajak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. 

4. Kualitas 

pelayanan, 

sanksi pajak, 

serta kesadaran 

wajib pajak 

bersama-sama 

memberikan 

pengaruh 

sebesar 51,3% 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar Pajak 

Bumi dan 

Bangunanspada 
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Kecamatan 

Tanjung kerta. 

19.  Viggy 

Anggini, Rika 

Lidyah dan 

Peny Cahaya 

Azwari 

(2021) 

Pengaruh 

pengetahuan dan 

sanksi terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak dengan 

religiusitas sebagai 

variabel 

pemoderasi. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

menggunakan 

sumber data 

primer. Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

metode accidental 

sampling. Teknik 

analisis data 

menggunakan 

pendekatan 

structural equation 

model (sem) 

dengan 

menggunakan 

metode alternatif 

partial least square 

(pls). 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa:  

1. Pengetahuan 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Dapat 

disimpulkan 

bahwa dengan 

adanya 

pengetahuan 

perpajakan akan 

membantu 

kepatuhan wajib 

pajak dalam 

membayar 

pajak, sehingga 

tingkat 

kepatuhan akan 

meningkat. 

2. sanksi 

berpengaruh 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak. Artinya, 

bagi wajib pajak 

yang melanggar 

peraturan 

perpajakan, 

maka wajib 

pajak akan 

membayar yang 

lebih 

tinggi dari pajak 

yang semestinya 

harus dibayar. 

Berdasarkan hal 
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tersebut maka 

wajib pajak 

berusaha untuk 

menghindari 

sanksi 

perpajakan yaitu 

dengan 

membayar dan 

melaporkan 

pajak tepat 

waktu. 

3. Religiusitas 

memoderasi 

hubungan antara 

pengetahuan 

dengan 

kepatuhan wajib 

pajak. Dengan 

tingkat 

pengetahuan 

perpajakan yang 

tinggi ini akan 

berusaha untuk 

termotivasi 

mematuhi 

peraturan 

perpajakan.  

4. Religiusitas 

tidak mampu 

memoderasi 

hubungan antara 

sanksi dengan 

kepatuhan wajib 

pajak. Dengan 

demikian dapat 

disimpulkan 

bahwatingkat 

religiusitas 

responden 

lemah. 
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 Penelitian yang sama telah dilakukan Johny Subarkah 

danMaya Widyana Dewi (2017), Dian Lestari Siregar (2017), 

Nanik Ermawati, Zaenal Afifi (2018), Nadhila Ghassani (2019), 

Luh Ria Wahyuni, I Gusti Ayu Purnamawati (2020), Gandy 

Wahyu Maulana Zulma (2020), Syanti Dewi, Widyasari, 

Nataherwin (2020), Rita J. D. Atarwaman (2020), Khorida, Armi 

Bakar, Haryanto (2020), Martha Rianty N dan Riza Syahputera 

(2020), Vivi Herlina (2020), Ni Putu Atik Widiastini dan Ni Luh 

Supadmi (2020), Arum Indrasari, Muhammad Hafid (2021), 

Ulpah Halim Ratnawati Tri Dewi, Sabaruddin, Septemberizal 

(2021), Mila Putri Maria, Siti Nurlaela (2021), Adinda Elfon 

Fitria, Yaya Sonjaya, Muhammad Ridhwansyah Pasolo (2021), 

Fanji Farman (2021), Viggy Anggini, Rika Lidyah dan Peny 

Cahaya Azwari (2021). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah ingin melihat bagaimana pengaruh variabel kualitas 

pelayanan (X1), sanksi pajak (X2), kesadaran pajak (X3) dengan 

religiusitas sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM (Y) Kota Bandar Lampung di erapandemi. variabel 

moderasi disini bertujuan untuk mengetahui apakah religiusitas 

mampu untuk memoderasi variabel X terhadap Variabel Y serta 

indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu. 

D. Kerangka Berpikir 

Kerangka Pemikiran adalah sebuah pemahaman yang 

melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah 

pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi 

setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari 

penelitian yang akan dilakukan.
55

 Pajak UMKM merupakan pajak 

yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM). Kualitas pelayanan (X1), sansi pajak (X2) dan 

kesadaran pajak (X3) merupakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y). 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 60. 
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Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah semuanya guna 

mempermudah dalam pelaksanaan perpajakan, pemerintah sudah 

meluncurkan beberapa pelayanan yang berbasis online 

diantaranya adalah E-faktur, E-filling, dan E-billing, dan dari 

masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda yang sudah di 

sesuaikan dengan kebutuhan para wajib pajak. Dengan adanya 

pelayanan yang berbasis online pemerintah berharap akan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
56

 Dalam hal ini 

variabel religiusitas berperan sebagai variabel yang memperkuat 

atau memperlemah kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak sehingga berdampak padakepuasan 

wajib pajak 

Kemudian, Sanksi pajak merupakan suatu alat yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi 

perpajakan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. 

Dengan adanya sanksi pajak, penelitian ini ingin melihat apakah 

sanksi pajak dapat secara efektif berpengaruh terhadap kepatuhan 

dalam membayar pajak. Variabel reigiusitas digunakan untuk 

melihatapakah wajib pajak yang religius akan mematuhi 

peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar hukum dan 

agama atau justru sebaliknya dimana religiusitas seseorang tidak 

mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam 

membayar pajak.  

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi 

oleh kesadaran masyarakatnya. Masyarakat yang sadar pajak 

artinya tidak keberatan untuk melakukan pembayaran pajak sebab 

ia tidak merasakan kerugian atas pembayaran tersebut dan juga 

dirasa adanya keterpaksaan dari pemerintah. Kesadaran Wajib 

Pajak untuk mewujudkan kepatuhan pajak dimotivasi dengan 

adanya tax moral, dan religiusitas adalah salah satu aspek yang 

penting dalam tax moral. Dengan takut untuk melanggar agama, 

maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan 

perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan 

kewajiban pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki 

                                                           
56 Intan Puspanita, Op,cit. Hlm. 71–78. 
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religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan 

perpajakan karena melanggar agama akan berdosa. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka berikut kerangka 

berpikir yang digunakan dalam penelitian ini ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023) 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah 

laku, gejala-gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau 

yang akan terjadi. Dalam tataran praktis hipotesis dapat diartikan 

sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalu pengumpulan data sehingga 

dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian dan bukan jawaban empiris.
57

 

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hipotesa statistik yaitu jenis hipotesa yang dirumuskan dalam 

                                                           
57 Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi 

(Jakarta: Jakarta: Deepublish, 2014), Hlm. 115. 
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bentuk notasi statistik. hipotesa ini dirumuskan berdasarkan 

pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-

angka (Kuantitatif) yaitu H0 : H1. Hipotesis nol (H0) adalah 

hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara 

variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Artinya, 

dalam rumusan hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran 

variabel (X) mempengaruhi (Y) Hipotesis Kerja (H1) adalah 

hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y) yang diteliti.
58

 

 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

Berdasarkanhasil penelitian yang dilakukan oleh 

Johny Subarkah dan Maya Widyana Dewi (2017) dengan 

menggunakan metode kuantitatif dimana pengumpulan 

data dilakukan dengan melakukan survei lapangan yang 

populasinya adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Sukoharjo dengan sampel sebanyak 35 responden, 

kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 

Menurut responden selaku wajib pajak KPP Sukoharjo 

sudah memiliki sarana dan fasilitas pelayanan pajak yang 

memadai, prosedur pelayanan pajak mudah dan tidak 

berbelit-belit, KPP Sukoharjo sudah memberikan rasa 

aman kepada wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, 

serta KPP bersedia memberikan informasi yang jelas 

dimengerti mengenai peraturan pajak pada 

wajib pajak. 
59

 

Penelitian yang dilakukan oleh Khorida, Armi Bakar, 

Haryanti (2020) dengan menggunakan metode survey 
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dengan populasi terjangkau yaitu WP pajak kendaraan 

bermotor yang terdaftar di kantor bersama samsat balaraja 

dengan sampel 100 wajib pajak dimana analisis data yang 

digunakan adalah teknik regresi linier berganda, kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin 

meningkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib 

pajak maka wajib pajak akan lebih patuh dalam 

menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotornya.
60

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Atik 

Widiastini dan Ni Luh Supadmi (2020) dengan 

menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linier 

berganda dimana sampel yang digunakan adalah 100 

responden yang dihitung menggunakan rumus slovin 

dengan metode penentuan sampel accidental sampling, 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini menunjukan upaya petugas untuk 

menigkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan 

pelayanan tanpa memandang status sosial wajib pajak baik 

dan saranana dan prasarana perlu ditingkatkan.
61

 

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adinda Elfon Fitria, Yaya Sonjaya, Muhammad 

Ridhwansyah Pasolo (2021) dengan jenis penelitian 

kuantitatif dimana populasi dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Jayapura. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

metode accidental sampling dimana data yang diperoleh 

menggunakan kuesioner, kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib 

pajak cenderung kurang puas dan kurang maksimal atas 

pelayanan yg diberikan oleh fiskus baik dari segi 

ketanggapan para fiskus, keandalan, empati, dan lain-lain. 
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Terlebih lagi selama masa pandemi covid-19 pelayanan 

secara langsung atau tatap muka di KPP Pratama Jayapura 

ditutup dan dialihkan ke pelayanan via telepon/e-mail. 

Sehingga hal tersebut membuat wajib pajak kurang merasa 

nyaman untuk mendapatkan pelayanan dari fiskus secara 

via telepon/e-mail.
62

 

Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari (2017) 

dengan menggunakan analisis data kuantitatif dimana 

metode analisis nya adalah dengan regresi linier berganda, 

Sanksipajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan Semakin tinggi nilai 

variabel sanksi pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak.. Sebagian besar 

responden daam mengisi kuisioner setuju bahwa sanksi 

akan diterapkan pada wajib pajak jika tidak patuh dalam 

membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib 

pajak akan manfaat pajak bagi negara sebagai salah satu 

sumber pendapatan negara, sehingga apabila realisasi 

penerimaan pajak tidak efektif maka akan berdampak pada 

terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana daerah 

tersebut.
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Penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi, 

Widyasari, Nataherwin (2020) dengan menggunakan 

metode penelitian kuantitatif dimana data bersumber dari 

data primer yang diperoleh melalui kuesioner atau 

wawancara dengan narasumber, Sanksi pajak mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya 

sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, dan wajib pajak 

dapat mematuhi kewajibannya, Apabila tidak 

mematuhinya, mengakibatkan biaya pajak yang 

dikeluarkan lebih banyak daripada yang seharusnya.
64

 

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Herlina (2020) 

dengan menggunakan metode kuantitatif dimana teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan random sampling 

dan analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda 

meliputi koefisien determinasi dan pengujian hipotesis, 

Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
65

 

Penelitian yang dilakukan oleh Gandy Wahyu 

Maulana Zulma (2020) dengan menggunakan populasi dan 

sampel yang memfokuskan kepada usaha yang omsetnya 

kurang dari 4,8 milyar termasuk ke dalam sektor UMKM 

dimana data dalam penelitian ini adalah data primer 

melalui kuesioner, Sanksi pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa 

sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Regulator harus menyusun bentuk sanksi 

terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan yang mampu 

memberikan edukasi yang merubah perilaku wajib pajak 

dari yang sebelumnya tidak patuh menjadi taat pajak. 
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Selain itu, Sanksi pajak tentunya tidak boleh terlalu ringan 

sehingga diabaikan oleh pelanggar, tetapi perlu diatur yang 

memberikan efek jerah namun tidak represif.
66

 

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018), dengan 

menggunakan metode kuantitatif dimana sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang populasinya adalah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor KPP 

Pratama Kudus dengan sampel yang diambil menggunakan 

teknik pengambilan sampling yaitu accidental sampling, 

Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Kudus. Dalam hal ini sanksi yang 

diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai 

pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi 

pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar 

peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi 

jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena 

sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk 

tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara 

tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang 

membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi 

perpajakan hanya sebatas peraturan.
67

 

Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ; 

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

3. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

Penelitian yang dilakukan oleh Martha Rianty N dan 

Riza Syahputera (2020) dengan menggunakan data primer 
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dimana peneliti mendapatkan langsung dari responden 

dengan menyebarkan kuesioner dengan sampel 100 orang 

yang ditetapkan secara proporsional dalam pembagian 

kuesioner kepada responden, Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka 

pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 

semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
68

 

Penelitian yang dilakukan oleh Arum Indrasari, 

Muhammad Hafid (2021) dengan menggunakan metode 

kuantitatif dimana populasi dalam penelitian ini adalah 

individu yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota 

Yogyakarta dengan sampel dalam metode ini 

menggunakan random sampling,Kesadaran Wajib Pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 

ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sadar fungsi 

fundamental dari pajak yang dibayarkan 

oleh Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak sadar bahwa 

menaiknya kasus Covid-19 dan melemahnya ekonomi 

Indonesia selama Pandemi Covid-19 membuat Indonesia 

sulit untuk mengendalikan ekonomi agar stabil dan 

menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Wajib Pajak 

sadar bahwa pajak yang dibayarkan dapat membantu 

Pemerintah dalam menentukan anggaran kesehatan agar 

kasus Covid-19 agar dapat menurun dan juga membantu 

perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19.
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Penelitian yang dilakukan oleh Mila Putri Maria, Siti 

Nurlaela (2021) dengan menggunakan metode kuantitatif 

dimana populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

Pemkot Surakarta dengan pemilihan sampel berdasarkan 

kemudahan (Convenience Sampling, Kesadaran Wajib 
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Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 

Wajib pajak Pemkot Surakarta memiliki kesadaran yang 

baik untuk pembayaran pajak. Mereka dengan sukarela 

melakukan pembayaran karena sadar bahwa itu kewajiban 

mereka sebagai warga negara Indonesia.
70

 

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Luh Ria Wahyuni, I Gusti Ayu Purnamawati (2020) 

dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif dimana populasi sampel yang 

digunakan adalah wajib pajak UMKM di kabupaten 

buleleng yang terdaftar dikantor pelayanan pajak pratama 

singaraja dengan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah random sampling yaitu sebanyak 334 

responden, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Singaraja. Hal ini disebabkan oleh Tingkat 

kesadaran akanmempengaruhikeputusan wajib pajakuntuk 

berperilakui patuh atau tidak terhadap kewajibani 

perpajakannya. Masyarakati yang memiliki kesadaran 

perpajakan berarti maumembayari pajak karena merasa 

tidak dirugikan atas pembayaran yang dilakukan danjuga 

tidak merasa adanya paksaan dari pemerintah.
71

 

Penelitian yang dilakukanoleh Rita J.D. Atarwaman 

(2020) dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda dimana data yang digunakan adalah data primer 

yang diperoleh menggunakan kuesioner dengan sampel 75 

orang responden, kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

disebabkan wajib pajak masih belum mempunyai 

kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam 

urusan perpajakan.
72

 

Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ; 
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H3 : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 

 

4. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Variabel 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nadhila Ghassani (2019) dengan menggunakan metode 

survey dimana instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner, Religiusitas pajak mampu memoderasi variabel 

kualitas pelayanan terhadapkepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Kudus yang artinya Religiusitas memperkuat 

hubungan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram, sehingga 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram 

mengalami peningkatan.
73

 

Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ; 

H4 : Religiusitas mampu memoderasi variabel kualitas 

pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kota Bandar Lampung. 

 

5. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Sanksi Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di 

Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) dengan 

menggunakan metode kuantitatif dimana sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang populasinya adalah 

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor KPP 

Pratama Kudus dengan sampel yang diambil menggunakan 

teknik pengambilan sampling yaitu accidental sampling, 

Religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara 

sanksi dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 
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Kudus. Religiusitas wajib pajak yang rendah ini 

merupakan tingkat rendahnya pengetahuan agama yang 

dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang religiusitasnya 

rendah tidak akan takut dengan sanksi perpajakan. Karena 

wajib pajak menganggap bahwa sanksi perpajakan secara 

kenyataannya belum dijalankan secara tegas oleh aparat 

pemerintah. Sanksi perpajakan bukanlah hal yang penting 

bagi wajib pajak, karena banyak kasus penggelapan pajak 

tidak di hukum dengan hukuman yang berat. Sehingga 

wajib pajak berasumsi sanksi pajak bukan hal yang 

mengkhawatirkan, yang pada akhirnya wajib pajak tidak 

mematuhi peraturan perpajakan.
74

 

Penelitian yang dilakukan oleh Viggy Anggini, Rika 

Lidyah dan Peny Cahaya Azwari (2021), dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif dimana sumber 

datanya adalah data primer dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode accidental sampling dan 

teknik analisis data menggunakan pendekatan structural 

equation model (sem) dengan menggunakan metode 

alternatif partial least square (pls), Religiusitas tidak 

memoderasi hubungan antara Sanksi dengan Kepatuhan 

Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas 

responden lemah. Sehingga religiusitas tidak memperkuat 

atau memperlemah antara sanksi dengan kepatuhan wajib 

pajak.
75

 

Maka Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H05 : Religiusitas tidak mampu memoderasi variabel sanksi 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kota Bandar Lampung. 
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6. Pengaruh Religiusitas dalam Memoderasi Variabel 

Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

pada UMKM di Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ulpah Halim Ratnawati Tri Dewi, Sabaruddin, 

Septemberizal (2021), dengan metode penelitian kuantitatif 

dimana populasinya adalah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar diwilayah kanwil DJP Jawa Barat III, religiusitas 

mampu memoderasi variabel kesadaran pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena religiusitas dapat 

bertindak sebagai moral internal yang dapat memberikan 

keyakinan moral dan menjadi motivasi individu untuk 

sukarela mematuhi pajak. Selain itu, etika masing- masing 

individu dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan 

pajak.
76

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) dengan populasi 

sampel seluruh wajib pajak orang pribadi di kabupaten 

kudus dimana sampel yang di ambil secara incedental 

sampling, Religiusitas mampu memoderasi variabel sanksi 

pajak terhadapkepatuhan wajib pajak. Tingkat religiusitas 

yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten 

Kudus ini tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat 

pemahaman tentang agama bagi wajib pajak orang pribadi 

ini tinggi. Bagi wajib pajak yang paham tentang agama 

masing-masing yang di anut maka wajib pajak tersebut 

dalam kehidupan sehari-harinya memiliki komitmen dalam 

diri wajib pajak. Wajib pajak yang religius ini 

berkomitmen untuk mematuhi segala ajaran agama. Wajib 

pajak yang patuh terhadap ajaran agama, akan berusaha 

berbuat kebaikan. Perbuatan kebaikan selanjutnya adalah 
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wajib pajak memiliki kesadaran diri untuk membayar 

pajak.
 77

 

H6 : Religiusitas mampu memoderasi variabel kesadaran 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di 

Kota Bandar Lampung. 
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